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4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang 
Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 206); 

 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Balangan Tahun 2021 Nomor 2); 

 

7. Peraturan Bupati Balangan Nomor 40 Tahun 2021 
tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 40) 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH.  
 

BAB I  
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah kabupaten Balangan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati 
Balangan. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Balangan. 

5. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 
barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan 
oleh penyelenggara Pelayanan Publik. 
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Pasal 2 
 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman 
bagi SKPD untuk menerapkan Inovasi Daerah dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah. 
 

 

Pasal 3 
 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk : 
a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 
b. menumbuhkan dan mengembangkan budaya inovasi di lingkungan 

Pemerintah Daerah; dan 
c. pembentukan kerjasama antar SKPD dalam pengembangan inovasi. 
 

BAB II 
INOVASI DAERAH 

 
Pasal 4 

 
(1) Inovasi Daerah diterapkan dalam rangka meningkatkan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan 
publik dan peningkatan potensi sumber daya saing Daerah. 
 

(2) Penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diterapkan pada Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tatalaksana 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta pengembangan potensi 
Daerah. 

 

(3) Daftar Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

 

BAB III 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 5 

 

(1) Setiap SKPD wajib mendaftarkan setiap Inovasi yang diterapkan 
dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya melalui Sistem Inovasi 
Daerah. 
 

(2) Terhadap Inovasi yang sudah dilaporkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), maka SKPD yang membidangi urusan penelitian dan 
pengembangan di Daerah wajib melakukan pembinaan atas 
penerapan Inovasi Daerah tersebut. 
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NO NAMA INOVASI SKPD PENGAMPU 

164. 
Sistem Penjaringan Inovasi Daerah Balangan Terpadu 
(Sepeda Baru) 

Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah, Penelitian 
dan Pengembangan 

165. Balanting (Balangan Lawan Stunting) 

166. 
Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten 
Balangan 

167. Simba (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi 
Pembangunan) 

 

168. Rembuk Remas (Rencana Masyarakat) 
 

169. Merangkul (Mengolah Porang Pangan Unggul) 
 

170. 
Habar Babang Tampan (Bappedalitbang Balangan Tajam 
dan Terdepan) 

 

171. 

Optimalisasi Pengeloaan Bank Data Melalui Media 
Penyimpanan Online (MEGA) Pada Sub Bidang Ekonomi 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan 
Pengembangan Kabupaten Balangan 

 

172. 
Abank Datang (Aplikasi Bank Data Kajian Penelitian dan 
Pengembangan) 

 

173. 
Monitoring Dan Evalusai Dalam Upaya Penanggulangan 
Kemiskinan Daerah Di Kabupaten Balangan Pada Aplikasi 
OVOD (One Village One Data) 

 

174. Klinik Inoba (Klinik Inovasi Balangan) 
 

175. 
SI JARI TANGGOH (Sistem Jejaring Rescue Tanggap dan 
Kokoh) 

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

176. 
Optimalisasi Sistem Informasi Masyarakat Dalam 
Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana Banjir Di Desa 
Mantuyan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan 

177. SIKANDA (Sistem Informasi Kewaspadaan Dini di Daerah) 
Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik 

178. 
Optimalisasi Tata Kelola Keuangan Pada Badan Kesatuan 
Bangsa Dan Politik Kabupaten Balangan 

 

179. 
Sistem Informasi Pengamanan Dan Penomoran Barang 
Milik Daerah (Simandor) BMD 

Badan Pengelolaan 
Keuangan 
Pendapatan dan 
Aset Daerah 180. 

Strategi Manajemen Keuangan Melalui Transaksi Non 
Tunai Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan 
Provinsi Kalimantan Selatan 

181. Coaching Clinic Pengelolaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Badan 
Kepegawaian dan 
Pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia 
 

182. 

Optimalisasi Pendataan Pegawai Melalui Google Form 
Dalam Memfasilitasi Kebutuhan Diklat Jabatan Fungsional 
Tertentu Di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Kabupaten Balangan 

BAPPEDALITBANG
Highlight
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